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INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS 
 

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI 
TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 

 

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU 
FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. 

 

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.  

 
 
 

 
 

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  

Kegiatan Usaha 
Pembiayaan infrastruktur 

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia 
 

Kantor Pusat  
Prosperity Tower Lantai 53 – 55, District 8 
Sudirman Central Business Disctrict, Lot 28 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 
Telepon: +6221 5082 6600, Faksimile: +6221 5082 6601 

Website: www.iif.co.id  Email: corsec@iif.co.id 
 

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE  

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)  
(”PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I”) 

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan 
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I TAHUN 2019  

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) 
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan 

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP II TAHUN 2020 
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)   

(“OBLIGASI”) 
 

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memberikan pilihan 
bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:  
 

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp570.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
Obligasi sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak 
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A. 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp810.000.000.000,- (delapan ratus sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
Obligasi sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B. 

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap 
Obligasi sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran 
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C. 

 

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal 
Pembayaran Bunga. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus 
jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 Oktober 2021 untuk Obligasi seri A, tanggal 21 Oktober 2023 untuk Obligasi seri B dan tanggal 21 
Oktober 2025 untuk Obligasi seri C. 

 

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada 
sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan 

 

Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan pokok Obligasi. 
Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan 
peraturan perundangan yang berlaku.  

Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan 
 

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di 
KSEI. 

 

RISIKO UTAMA 
Risiko utama yang dihadapi oleh perseroan adalah risiko pembiayaan yang terjadi sebagai akibat kegagalan counterparty untuk memenuhi kewajibannya kepada perseroan berdasarkan persyaratan pembiayaan hutang/kredit yang 
telah disepakati antara Perseroan dengan debiturnya atau risiko yang dihadapi akibat ketidakmampuan Perseroan dalam mendapatkan pengembalian investasi yang layak dari pembiayaan yang dilakukan langsung (dalam hal 
penyertaan ekuitas) pada perusahaan nasabah dalam rangka perluasan usaha nasabah. 

 

Risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah tidak likuidnya obligasi yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang 
dan risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan 
dalam kontrak obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 

 

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo): 

idAAA (Triple A) 
Untuk keterangan hasil pemeringkatan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I Intam Ringkas. 

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan. 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI 

   
  

PT BNI SEKURITAS 
 (Terafiliasi) 

PT DBS VICKERS SEKURITAS 
INDONESIA 

PT MANDIRI SEKURITAS 
(Terafiliasi) 

PT INDO PREMIER SEKURITAS PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA 
TBK 

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk. 

 

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2020 

http://www.iif.co.id/
mailto:corsec@iif.co.id


1 

 

JADWAL 
Tanggal Efektif : 13 Desember 2019 
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 15 – 16 Oktober 2020 
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 19 Oktober 2020 
Perkiraan Tanggal Pengembalian Dana : 21 Oktober 2020 
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 21 Oktober 2020 
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Oktober 2020 

 

PENAWARAN UMUM 
 

1. UMUM 
 
NAMA OBLIGASI 
 
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020. 
 
JENIS OBLIGASI  
 
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas 
nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI 
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan 
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan 
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau 
Bank Kustodian. 
 
HARGA PENAWARAN 
 
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. 
 
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI  
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/2017, Peraturan OJK No. 36/2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No. 
IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil 
pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No. RC-926/PEF-DlR/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 
dan dipertegas kembali dengan surat Pefindo No. RC-1194/PEF-DIR/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, Obligasi 
Berkelanjutan ini mendapatkan peringkat: 

 

idAAA (Triple A) 
 
Peringkat tersebut berlaku untuk periode antara 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2021. 
 
Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pefindo yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi 
Perseroan. 
 
Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas 
Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11.  
 
Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan 
pertama yang dicatatkan pada BEI. 
 
Obligasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak kepemilikan Obligasi 
hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya 
oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas 
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mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan 
Kolektif dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 
  
Pada tanggal jatuh tempo, Obligasi ini akan dilunasi sepenuhnya sesuai dengan Jumlah Pokok yang tertera pada 
Obligasi. Pelunasan pokok maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI, selaku Agen 
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. KSEI akan 
mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Rekening di KSEI melalui 
Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan 
Tanggal Pembayaran Bunga. Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka 
pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. 
 
Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening 
Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau yang 
diterbitkan oleh Bank Kustodian dan/atau oleh Perusahaan Efek kepada Pemegang Obligasi dan Konfirmasi 
Tertulis ini menjadi dasar untuk pembayaran bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang 
berkaitan dengan Obligasi. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat 
bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi atau untuk atas nama nasabahnya berdasarkan surat 
kuasa dari Pemegang Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan 
pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan 
menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam 
Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO. 
 

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI  
 
Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi  
 
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan untuk didaftarkan 
atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan 
jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)dan memberikan pilihan bagi 
Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:  
 

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp570.000.000.000,- (lima ratus tujuh 
puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per 
tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal 
Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) 
dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A. 

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp810.000.000.000,- (delapan ratus 
sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,65% (enam koma enam lima 
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran 
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok 
Obligasi Seri B. 

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh 
miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,90% (enam koma sembilan nol persen) 
per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi 
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri 
C. 

 
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI 
selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.  
 
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang 
bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2021 sedangkan 
pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi. 
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Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah 
hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) 
tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. 
 
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi 
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan 
Perjanjian Perwaliamanatan. 
 
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: 

Pembayaran 
Tanggal Pembayaran Bunga 

Seri A Seri B Seri C 

Bunga Obligasi ke-1 21 Januari 2021 21 Januari 2021 21 Januari 2021 
Bunga Obligasi ke-2 21 April 2021 21 April 2021 21 April 2021 
Bunga Obligasi ke-3 21 Juli 2021 21 Juli 2021 21 Juli 2021 
Bunga Obligasi ke-4 28 Oktober 2021 21 Oktober 2021 21 Oktober 2021 
Bunga Obligasi ke-5  21 Januari 2022 21 Januari 2022 
Bunga Obligasi ke-6  21 April 2022 21 April 2022 
Bunga Obligasi ke-7  21 Juli 2022 21 Juli 2022 
Bunga Obligasi ke-8  21 Oktober 2022 21 Oktober 2022 
Bunga Obligasi ke-9  21 Januari 2023 21 Januari 2023 
Bunga Obligasi ke-10  21 April 2023 21 April 2023 
Bunga Obligasi ke-11  21 Juli 2023 21 Juli 2023 
Bunga Obligasi ke-12  21 Oktober 2023 21 Oktober 2023 
Bunga Obligasi ke-13   21 Januari 2024 
Bunga Obligasi ke-14   21 April 2024 
Bunga Obligasi ke-15   21 Juli 2024 
Bunga Obligasi ke-16   21 Oktober 2024 
Bunga Obligasi ke-17   21 Januari 2025 
Bunga Obligasi ke-18   21 April 2025 
Bunga Obligasi ke-19   21 Juli 2025 
Bunga Obligasi ke-20     21 Oktober 2025 

 
Penghitungan Bunga 
 
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan 
jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) 
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
 
Tata Cara Pembayaran Bunga 
 
1) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang 

Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan 
berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. 

2) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen 
Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 

3) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi 
kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi 
transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli 
Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga 
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 

4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi 
melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh 
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen 
Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga 
Obligasi yang bersangkutan. 
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Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi 
 
1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 
2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen 

Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 
3)  Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi 

melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh 
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen 
Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok 
Obligasi yang bersangkutan. 

 
Satuan Pemindahbukuan 
 
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah 
Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu 
Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi 
senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. 
 
Jumlah Minimum Pemesanan 
 
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta 
Rupiah) dan/atau kelipatannya. 
 
Obligasi Merupakan Bukti Utang 
 
a.  Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti 

bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi 
yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang 
wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. 
Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan. 

b.  Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI 
atau Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang 
Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan. 

 
Pendaftaran Obligasi di KSEI 
 
a.  Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dengan 

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 
b.  Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas 

nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan 
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.  

 
Penarikan Obligasi 
 
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Efek untuk 
dikonfirmasikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan 
pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 
 
Pengalihan Obligasi 
 
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek 
lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memberlakukan Pemegang Rekening selaku 
Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau 
pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. 
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3. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) 
 
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk 
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi. 
 

4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 
 
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh 
jumlah bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut 
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri: 
 
4.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai 

berikut: 
i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;  

ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat 
belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali 
Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima 
tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; dan 

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, 
maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja 
setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. 
Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali 
Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; 

  
Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
4.1.1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau 

peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang 
usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak 
mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau 
pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang 

berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan 
penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus 
(surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian 
Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) 
dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang 
memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian 
Perwaliamanatan. 

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang 
sama dengan Perseroan. 

4.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang 
yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut untuk Kegiatan 
Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan refinancing atas utang yang telah ada pada tanggal 
ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dengan senantiasa memperhatikan Pasal 6 ayat 6.2 
angka 3 Perjanjian Perwaliamanatan; 

4.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan 
Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali 
jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha 
Sehari-hari Perseroan, dan untuk tujuan refinancing atas utang yang telah ada pada tanggal 
ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

i. Jangka waktu utang baru yang diberikan jaminan tersebut lebih panjang daripada jangka 
waktu Obligasi Seri C; 

ii. Tidak terjadi penurunan peringkat Obligasi menjadi AA (double A) atau lebih rendah 
berdasarkan hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga pemeringkat 
yang terdaftar di OJK; 

Dalam hal peringkat Obligasi turun menjadi AA (double A) atau lebih rendah, maka Perseroan wajib 
memberikan jaminan-jaminan dengan nilai yang setara dengan nilai jaminan yang diberikan untuk 
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utang baru tersebut kepada Pemegang Obligasi untuk menjamin pelunasan kewajiban pembayaran 
Obligasi, untuk keperluan mana Perseroan dan Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani 
perjanjian jaminan yang terkait. 

4.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:  
i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; 

ii. Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Usaha Sehari-Hari Perseroan; 
iii. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program 

kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan 
Perseroan. 

4.1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 
4.1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 
4.1.7. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama 

Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan 
pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang 
dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi. 

4.1.8. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan 
Usaha Sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa 
lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak 
negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
Perwaliamanatan, , kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya 
dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, dimana Perseroan 
bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. 

4.2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk: 
(i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau 

pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari 
Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan 
menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama. 

(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga 
tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang 
berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan 
hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan 
dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana 
Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat 
dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia; 

(iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan 
tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang diserahkan kepada 
Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio 
keuangan sebagai berikut: 
a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total Kewajiban lancar tidak kurang dari 

100% seratus persen); 
b. Debt to Equity Ratio, maksimum 10 (sepuluh) kali. Debt to Equity Ratio berarti perbandingan 

antara total liabilitas dengan total ekuitas ditambah pinjaman subordinasi, dimana untuk 
pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan adalah paling banyak sebesar 50% dari modal 
disetor. 

(iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 
1. Peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil 

utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha sehari-hari perseroan atau untuk tujuan 
refinancing atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian 
Perwaliamanatan;  

2. Penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh 
untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan, dan untuk tujuan refinancing atas 
utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan. 

(v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 
(vii) Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta 

oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-



7 

 

lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis 
dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat; 

(viii) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan 
pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan 
memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan 
melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait 
dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan 
perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. 
Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-
kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan. 

(ix) Menyampaikan kepada Wali Amanat: 
1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek 

keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang 
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 
2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang 
disebutkan di atas. 

2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa 
Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau 
selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan 
Perseroan. 

3. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke 
Otoritas Jasa Keuangan. 

4. Laporan keuangan triwulan yang tidak diaudit disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir. 

(x) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi 
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(xi) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali 
Amanat secara tertulis atas: 
1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan negatif atas 

jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan. 
2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian 

dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan; 

3. Perkara pidana, perdata dan administrasi dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak 
tergugat yang secara Material dan negatif mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan; 

4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali 
Amanat secara tertulis atas terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali 
Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran 
lengkap atas kejadian tersebut  dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau 
diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa 
kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat. 

(xii) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan 
usahanya sebagaimana mestinya. 

(xiii) Melakukan pemeringkatan tahunan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C 
antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Pemeringkatan Tahunan  
i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada 

Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya 
masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan 
seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.  

ii. Dalam hal peringkat  Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek 
pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah 
satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan
 tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang 
terkait dengan  Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian 
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Perwaliamanatan 
iii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, 

Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat 
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) 
Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku 
peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan 
b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat; 

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting  
a. Dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan Peringkat baru maka 

Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta 
mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website)  
Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat 
baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:  

(i) peringkat baru; dan  
(ii) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya 

peringkat baru. 
b. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat 

tahunan.  
c) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan  

a. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan 
sebagaimana  diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup 
keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.  

b. peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran 
Umum Berkelanjutan sepanjang:  

(i) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan  
(ii) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk 

melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode 
Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.  

d) Pemeringkatan Ulang  
a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan 

pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal 
sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan 
wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat 
dimaksud.  

b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda 
dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada 
masyarakat paling kurang dalam  satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional  atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 
(kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. atau melakukan pemeringkatan 
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap 
Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11. 

 

5. KELALAIAN PERSEROAN 
 

5.1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:  
a. Ketentuan dalam angka 5.2 huruf  a, b, d, dan e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut 

berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis 
dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan 
untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau  

b. Ketentuan dalam angka 5.2 huruf c di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung 
terus-menerus selama 30 (tiga puluh)  Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali 
Amanat, tanpa  diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk 
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menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau 
c. Ketentuan dalam angka 5.2 huruf f dan g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung 

terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis 
dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan 
untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; 

 
Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.  Wali Amanat 
atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk 
memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima 
penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, 
maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada 
Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang. 

 

5.2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud di atas, adalah 
apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :  
a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok 

Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran 
Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau  

b. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia 
yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak 
mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara 
material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara 
material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau  

c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan 
membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara 
material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  

d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara 
apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang 
menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga 
mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian  Perwaliamanatan; 

e. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu 
krediturnya (cross default) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari 
dalam jumlah keseluruhannya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan 
berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh 
Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh 
kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran 
kembali) sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi  
kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau 

f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih 
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau  

g. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status 
Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan 
kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali 
ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau 
itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;  

 

5.3. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan 
yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan 
untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. 
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5.4. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan 
Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi
 dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. 
Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. 

 

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 
 
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku 
ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan 
Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan: 

6.1. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain 
untuk maksud-maksud sebagai berikut :  
a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai 

perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau 
periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan 
dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020. 

b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan 
pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui kelonggaran waktu atas suatu kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil 
tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.  

c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan 
Perjanjian Perwaliamanatan.  

d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi 
termasuk dalam menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian 
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 20/2020.  

e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

f. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat 
untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar 
Modal dan KSEI. 

g. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai 
kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat. 

h. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat 
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia.  

6.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas 
permintaan : 
a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 

20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang 
dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali 
Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli 
KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak 
diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam 
KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah 
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.  

b. Perseroan; 
c. Wali Amanat; atau  
d. Otoritas Jasa Keuangan.  
Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan d di atas wajib 
disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. 

6.3. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari 
Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau Otoritas 
Jasa Keuangan. 

6.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan 
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RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada 
pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
Hari Kalender setelah  diterimanya surat permohonan.  

6.5. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO :  
a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 

berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum 
pemanggilan RUPO.  

b. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum 
diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional.  

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum 
diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan 
tetapi tidak mencapai kuorum.  

d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling 
lama  
21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.  

e. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi 
antara lain 
- Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;  
- Agenda RUPO;  
- Pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;  
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan  
- Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  

6.6. Tata Cara RUPO : 
a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan 

acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara 
RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, 
RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan 
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus 
mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat 
berita acara RUPO. 

b. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan 
dan Wali Amanat;   

c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO 
dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. 

d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR 
dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja
  sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan 
ketentuan KSEI yang berlaku.  

e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat; 
f. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat 

dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai 
dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat 
atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya 
jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah 
tanggal pelaksanaan RUPO. 

g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam 
RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, 
kecuali Wali Amanat memutuskan lain. 

h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali 
Wali Amanat memutuskan lain. 

i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak 
diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau 
penyertaan modal pemerintah.  

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang 



12 

 

dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.  

k. Sebelum pelaksanaan RUPO: 
- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada 

Wali Amanat. 
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi 

yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena 
kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. 

- Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk 
membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki 
atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. 

6.7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan, 
kuorum dan pengambilan keputusan:  
a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, diatur sebagai berikut: 
(i) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 
yang hadir dalam RUPO.  

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud butir (i) atas tidak tercapai, maka wajib 
diadakan RUPO yang kedua.  

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 
(tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .  

(iv) dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ 
(satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  

(ii) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib 
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari 

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang 
hadir dalam RUPO.  

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO yang kedua.  

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  

(iii) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan 
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:  
(i) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah 

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan 
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir 
dalam RUPO.  
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(ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka wajib 
diadakan RUPO yang kedua.  

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.  

(iv) Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, 
maka wajib diadakan RUPO ketiga.  

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili 
paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusanyang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per 
dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat 
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Dihadiri oleh Pemegang  Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah 

Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 
apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) di atas tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO kedua.  

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling 
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 
dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. .  

d. Dalam hal kuorum kehadiran RUPO kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka 
wajib diadakan RUPO ketiga.  

e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang  Obligasi atau diwakili paling 
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.  

f. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak tercapai, maka dapat 
dilakukan RUPO keempat. 

g. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum 
dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengiat dalam kuorum kehadiran dan 
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat. 

h. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud angka 6.5 diatas. 

6.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali 
Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai 
akibat dari pengunduran diri Wali Amanat. 

6.9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 

6.10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya 
Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil 
dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-
perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya 
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan 
Obligasi. 

6.11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib 
ditanggung oleh Perseroan. 

6.12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian 
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok 
Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan 
perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian 
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang 
diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan 
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Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung 
untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu 
menyelenggarakan RUPO. 

6.13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat 
dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan 
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

6.14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku 
 

7. JAMINAN 
 
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan 
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di 
kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan 
lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin 
secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

8. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 
 
8.1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal 

Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang 
Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga 
Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. 

8.2. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh 
pembayaran Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing 
seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan 
sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, 
apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.  

8.3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% 
(dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh 
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk 
diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara 
yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang 
Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah 
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat 
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.  

 

9. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) 
 

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali 
dengan harga pasar. 

b) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. 

c) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. 

d) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak 
dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 

e) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian 
(wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh 
persetujuan RUPO. 

f) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. 

g) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan 
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut 
di surat kabar. 
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h) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali 
Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal 
penawaran untuk pembelian kembali dimulai. 

i) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 diatas, paling sedikit memuat informasi tentang: 
a. Periode penawaran pembelian kembali; 
b. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali; 
c. Kisaran jumlah obligasi yang akan dibeli kembali; 
d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali obligasi; 
e. Tata cara penyelesaian transaksi; 
f.        Persyaratan bagi pemegang obligasi yang mengajukan penawaran jual; 
g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang obligasi; 
h. Tata cara pembelian kembali obligasi; dan 
i.        Hubungan afiliasi antara perseroan dan pemegang obligasi. 

j) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak 
yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi  yang ditawarkan untuk dijual oleh 
pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; ------------------------- 

k) Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai mengenai penawaran jual telah 
disampaikan oleh Pemegang Obligasi.  

l) Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan Pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 diatas, dengan ketentuan sebagai berikut: 

(i) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi 
yang masih beredar (outsanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  

(ii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan  

(iii) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yangkemudian hari dapat dijual 
kembali.  

dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke dua) 
setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. 

m) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada 
Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu 
paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi 

n) Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat 
lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;  

o) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis 
Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang 
tidak dijamin. 

p) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian 
kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi. 

q) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:  

(i) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri 
RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli 
kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau  

(ii) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi 
hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari 
Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.  

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO. 
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan 

atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.  
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h waji 

dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali 
dimulai, paling sedikit melalui:  

(i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing 
yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; da 
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(ii) (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.  
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m ayat ini paling 

sedikiJumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;  

(i) Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan 

(ii) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual 
kembali; 

(iii) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan  

(iv) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.  
 

10. PEMBERITAHUAN 
 
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah 
dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, 
pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat 
tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, 
ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda 
terima atau dengan Faksimili. 
 
Perseroan: 
Nama     : PT Indonesia Infrastructure Finance  
Alamat Kantor Pusat  : Prosperity Tower Lantai 53 – 55, District 8 

Sudirman Central Business Disctrict, Lot 28 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 

Telepon     : (021) 5082 6600 
Faksimili    : (021) 5082 6601 
Untuk perhatian    : Direktur Keuangan 
 
Wali Amanat:   
Nama     : PT Bank Mega Tbk. 
Alamat     : Menara Bank Mega Lantai 16 
      Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12790 
Telepon     : (021) 7917 5000 Ext. 16210 
Faksimili    : (021) 799 0720 
Untuk perhatian    : Capital Market Services 
 
Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut 
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan 
alamat tersebut. 
 

11. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN 
 
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka 

perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu 
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut 
dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  

b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, 
maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian 
tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam 
peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian 
perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan. 

 
 



17 

 

12. HUKUM YANG BERLAKU 
 

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang 
berlaku di negara Republik Indonesia. 
 

13. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT  
 
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. selaku Wali 
Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: 

 
PT Bank Mega Tbk. 

Menara Bank Mega Lantai 16 
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A 

Jakarta 12790 
Telp: (021) 7917 5000 Ext. 16210 

Faks: (021) 799 0720 
Up. Capital Market Services 

 

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan komisi-komisi, 
biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan Emisi, akan digunakan oleh Perseroan dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

¶ Sekitar 53,33% atau sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah), akan digunakan Perseroan 
untuk pelunasan seluruh jumlah terutang Obligasi Tahap I Seri A yang merupakan bagian dari Obligasi 
Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 
No. 13 tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah berturut-turut, terakhir diubah dengan Akta 
Addendum III Perjanjian Perwalimanatan Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I 
Tahun 2019 No. 05 tanggal 5 Desember 2019, seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. 

 

¶ Sisanya, sekitar 46,67% atau sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah), akan digunakan 
Perseroan untuk ekspansi kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kegiatan usaha 
Perseroan. 

 

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 
2020 (tidak diaudit atau direviu), dan 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit) serta untuk periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit atau direviu) dan 2019 (diaudit) dan tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit). 
 
Laporan Posisi Keuangan 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2020 2019 2018 

ASET    
Kas dan setara kas 761.371 2.429.067 582.361 
Efek-efek - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 
sebesar Rp2.162 tahun 2020, RpNihil tahun 2019 dan RpNihil tahun 
2018 2.719.263 2.732.936 3.302.399 

Investasi saham 185.962 389.636 364.841 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 Juni 31 Desember 

2020 2019 2018 
Pinjaman diberikan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan 

nilai sebesar Rp200.889 tahun 2020, Rp173.549 tahun 2019 dan 
Rp167.560 tahun 2018 7.661.512 6.232.662 5.721.389 

Tagihan derivatif 244.430 44.290 76.350 
Piutang bunga 75.019 62.905 41.246 
Beban dibayar dimuka 8.636 8.593 6.969 
Pajak dibayar dimuka 311 449 11.367 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 

Rp47.495 tahun 2020, Rp37.414 tahun 2019 dan Rp16.877 tahun 
2018 283.439 293.507 314.113 

Aset pajak tangguhan 119.085 86.735 79.159 
Beban tangguhan 5.406 3.658 39.356 
Aset lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 

sebesar Rp132 tahun 2020, Rp13.056 tahun 2019 dan Rp17.092 
tahun 2018 17.046 26.622 33.685 

TOTAL ASET 12.081.480 12.311.060 10.573.235 

 
LIABILITAS DAN EKUITAS 

  
 

LIABILITAS    
Liabilitas derivatif 136.880 39.670 18.150 
Utang lain-lain 12.194 8.728 8.373 
Utang pajak 1.381 1.676 4.751 
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain  40.642 37.985 30.352 
Pendapatan diterima dimuka 733 4.388 2.904 
Liabilitas imbalan kerja 29.982 26.327 18.734 
Pinjaman diterima 3.910.768 4.713.745 3.591.557 

Surat utang yang diterbitkan 
Pinjaman subordinasi 

2.185.031 2.183.064 1.725.765 

3.662.454 3.142.918 3.037.409 

TOTAL LIABILITAS 9.980.065 10.158.501 8.437.995 

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham 
Modal dasar 2.000.000 saham 

Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000  saham 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Tambahan modal disetor 29.800 29.800 29.800 
Penghasilan komprehensif lain - neto 24.399 5.336 (27.860) 
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas 
- neto (102.660) (29.752)   - 
Saldo laba 

Ditentukan penggunaannya 26.465 26.465 26.465 
Belum ditentukan penggunaannya 123.411 120.710 106.835 

TOTAL EKUITAS 2.101.415 2.152.559 2.135.240 

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 12.081.480 12.311.060 10.573.235 

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2020* 2019 2019 2018 

PENDAPATAN 
Pendapatan bunga 422.507 384.756 786.371 730.519 
Pendapatan provisi dan komisi 15.164 10.564 37.490 30.849 
Keuntungan/(kerugian) yang direalisasi 

dari penjualan efek-efek 7.161 726 4.067 (881) 
Pendapatan jasa advisory 2.314 1.581 8.059 12.409 
Keuntungan yang direalisasi dari 

penjualan investasi saham - 1.010 1.010 - 
Keuntungan yang direalisasi dari 

transaksi derivatif 
                                    

-    8.159 5.781 45.534 
(Kerugian)/selisih kurs (3.336) (14.772) (16.589) (48.912) 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

Periode enam bulan yang berakhir pada 
tanggal 
30 Juni 

Tahun yang berakhir pada 
tanggal 

31 Desember 

2020* 2019 2019 2018 
(Kerugian)/keuntungan yang belum 

direalisasi dari perubahan nilai wajar 
investasi saham (203.673) (19.482) 24.795 (65.552) 

Keuntungan/(kerugian) yang belum 
direalisasi dari perubahan nilai wajar 
opsi saham 200.140 18.853 (22.655) 66.946 

Keuntungan/(kerugian) yang belum 
direalisasi dari perubahan nilai wajar 
transaksi derivatif  

                                    
-    7.706 8.745 (8.745) 

Pendapatan lainnya 939 865 728 2.764 

TOTAL PENDAPATAN 441.216  399.966  837.802  764.931  

BEBAN     
Beban bunga (306.918) (322.859) (626.153) (632.844) 
Beban umum dan administrasi (103.247)  (71.117) (174.200) (151.442) 
(Beban)/pembalikan cadangan kerugian 
    penurunan nilai 

                             
(10.562)                           4.578 

                        
(5.045) 

                             
27.342  

TOTAL BEBAN  (420.727) (389.398) (805.398) (811.628) 

LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK  20.489 10.568  (32.404) (46.697)  

(BEBAN PAJAK)/MANFAAT PAJAK  (2.942) (4.987) (16.428)   3.749 

LABA/(RUGI) BERSIH PERIODE/  
TAHUN BERJALAN 17.547  5.581  15.976 (42.948)  

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: 
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: 
(Penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-

efek tersedia untuk dijual  (5.596)  24.721   33.767   (50.236) 
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar 

instrumen derivatif yang memenuhi 
lindung nilai arus kas  (97.210)  (39.077)  (39.670)  -    

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang 
akan direklasifikasi ke laba rugi  28.352   9.118   9.347   1.093  

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: 
(Kerugian)/keuntungan aktuarial  -     (716)  (2.801)  2.986  
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang 

tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  -     179   700   (746) 

Total penghasilan komprehensif lain  (74.454)  (5.775)  1.343   (46.903) 

TOTAL KERUGIAN KOMPREHENSIF   (56.907)  (194)  17.319   (89.851) 

LABA/(RUGI) PER SAHAM  
Dasar (dalam ribuan Rupiah) 9 3 8   (21) 

*) tidak diaudit atau tidak direviu 

 
Rasio Keuangan Penting  
            (dalam % kecuali dinyatakan lain) 

Deskripsi 30 Juni 31 Desember 

 2020 2019 2018 

Rasio Pertumbuhan  
Pendapatan bunga, provisi dan komisi, dan jasa advisory1 10,86 7,51 16,32 
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan2 214,41 -137,20 -47,38 
Aset3 -1,86 16,44 -18,49 
Liabilitas3 -1,76 20,39 -21,49 
Ekuitas3 -2,38 0,81 -4,04 
    
Rasio Usaha 
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan/pendapatan (Marjin laba bersih)4 3,98 1,91 -5,61 
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan/total aset (Imbal hasil aset - ROA)5 0,34 0,28 -0,40 
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan/ekuitas (Imbal hasil ekuitas - ROE)6 1,65 0,75 -1,97 
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Deskripsi 30 Juni 31 Desember 

 2020 2019 2018 
Rasio Keuangan 
Rasio Lancar/Current Ratio(X)7 2,56 1,41 1,28 
Debt to Equity ratio(x)8 4,75 4,72 3,95 
Gearing Ratio(x)9 3,15 3,18 2,66 
Financing to Asset Ratio10 87,46 75,99 88,80 
Equity to paid-up capital ratio11 103,53 106,05 105,20 

 
Keterangan:   
1) Rasio pendapatan bunga, provisi dan komisi, dan jasa advisory merupakan jumlah pendapatan bunga, provisi dan komisi, dan jasa 

advisory untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dikurangi 
jumlah pendapatan bunga, provisi dan komisi, dan jasa advisory untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada 
tahun sebelumnya atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya, dibagi dengan jumlah pendapatan 
bunga, provisi dan komisi, dan jasa advisory untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada tahun sebelumnya 
atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. 

2) Rasio pertumbuhan laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan merupakan laba/(rugi) bersih untuk periode enam bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan laba/(rugi) bersih untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada tahun sebelumnya atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun 
sebelumnya, dibagi dengan laba/(rugi) bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada tahun sebelumnya 
atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun sebelumnya. 

3) Rasio pertumbuhan aset/liabilitas/ekuitas merupakan total aset/liabilitas/ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dikurangi dengan total 
aset/liabilitas/ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019, dibagi dengan total aset/liabilitas/ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 
dan total aset/liabilitas/ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 atau 31 Desember 2018 dikurangi dengan total aset/liabilitas/ekuitas 
pada tanggal 31 Desember 2018 atau 31 Desember 2017, dibagi dengan total aset/liabilitas/ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 
atau 31 Desember 2017. 

4) Rasio laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan/pendapatan (Marjin laba bersih) merupakan laba/(rugi) bersih untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dibagi dengan total pendapatan untuk 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. 

5) Rasio laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan/total aset (Imbal hasil aset - ROA) merupakan laba/(rugi) sebelum beban pajak untuk 
periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dibagi 
dengan rata-rata total aset akhir bulan selama periode atau tahun tersebut. 

6) Rasio laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan/ekuitas (Imbal hasil ekuitas - ROE) merupakan laba/(rugi) bersih untuk periode enam 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni (disetahunkan) atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dibagi dengan rata-rata 
total ekuitas akhir bulan selama periode atau tahun tersebut. 

7) Rasio lancar merupakan total aset lancar pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember dibagi dengan total liabilitas lancar pada tanggal 30 
Juni atau 31 Desember. Aset atau liabilitas lacar adalah aset atau liabilitas yang jatuh tempo dibawah 1 tahun. 

8) Rasio Debt to equity merupakan total liabilitas pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember dibagi total ekuitas pada tanggal tersebut. 
9) Rasio Gearing merupakan jumlah saldo pinjaman diterima, pinjaman subordinasi dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal 30 

Juni atau 31 Desember dibagi jumlah ekuitas dan pinjaman subordinasi pada tanggal tersebut. Pinjaman subordinasi dibatasi 
maksimum 50% dari modal disetor. 

10) Rasio Financing to assets merupakan saldo pinjaman diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai ditambah 
investasi saham dan efek-efek pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember dibagi total aset pada tanggal tersebut. 

11) Rasio Equity to paid-up capital merupakan total ekuitas pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember dibagi jumlah modal ditempatkan dan 
disetor penuh dan tambahan modal disetor pada tanggal tersebut.  

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN   
 

PENDAPATAN BUNGA 
 
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 
 
Total pendapatan bunga Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah 
sebesar Rp422.507 juta, meningkat sebesar Rp37.751 juta atau 9,8% dibandingkan dengan periode enam bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang berjumlah sebesar Rp384.756 juta. Peningkatan tersebut terutama 
disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari pemberian pinjaman kepada debitur sebesar 
13,9%.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 
 
Total pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 
Rp786.371  juta, meningkat sebesar Rp55.852  juta atau 7,6% dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 
sebesar Rp730.519 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang 
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berasal dari pertumbuhan pinjaman diberikan dan pendapatan bunga dari portofolio efek yang dimiliki oleh 
Perseroan. 
 

LABA/(RUGI) BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN 
 
Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 
 
Total laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 
adalah sebesar Rp17.547 juta, meningkat sebesar Rp11.966 juta atau 214.4% dibandingkan dengan periode 
enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang berjumlah sebesar Rp5.581 juta. Peningkatan ini 
disebabkan oleh 10,3% kenaikan pendapatan Perseroan menjadi sebesar Rp441.216 juta dan penurunan beban 
bunga sebesar Rp15,9 miliar atau sekitar 4,9% sehingga menyebabkan laba sebelum pajak dan laba bersih 
periode berjalan mengalami peningkatan dari tahun 2019 pada periode yang sama.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2018 
 
Total laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 
sebesar Rp15.976 juta, meningkat sebesar Rp58.924 juta atau 137,2% dibandingkan dengan tahun 2018 yang 
mengalami rugi bersih sebesar Rp42.948 juta. Perolehan laba bersih di tahun 2019 sebagian besar berasal dari 
peningkatan total pendapatan yang diterima oleh Perseroan sebesar 9,53% dari tahun 2018 sehingga menjadi 
Rp837,80 miliar yang diimbangi dengan penurunan total beban yang dikeluarkan oleh Perseroan sebesar 0,77% 
dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp805,40 miliar di tahun 2019.  
 
ASET 
 
Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019 
 

Pada tanggal 30 Juni 2020, total aset Perseroan adalah sebesar Rp12.081.480 juta, mengalami penurunan 
sebesar Rp229.580 juta atau 1,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019 yang berjumlah 
Rp12.311.060 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total kas dan setara kas Perseroan 
sebesar Rp1.667.696  juta atau 68,7% yang sebagian besar akan digunakan untuk penyaluran pinjaman diberikan 
sampai dengan semester pertama tahun 2020 sebesar Rp1.918.008 juta, dan juga pembayaran atas pelunasan 
dipercepat pinjaman yang diterima sebesar Rp1.500.000 juta. 
 
Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 
 

Total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.311.060 juta, 
mengalami kenaikan sebesar Rp1.737.825 juta atau 16,4% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 
Rp10.573.235 juta. Peningkatan total aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kas dan setara kas 
sebesar Rp1,85 triliun atau 317,11% dari tahun 2018 sehingga menjadi Rp2,43 triliun di tahun 2019 yang 
sebagian berasal dari dana yang diterima dari Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I 
Tahun 2019 sebesar Rp 1,50 triliun yang diterbitkan pada bulan Desember 2019.  
 
LIABILITAS 
 
Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019 
 
Pada tanggal 30 Juni 2020, liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp9.980.065 juta, mengalami penurunan sebesar 
Rp178.436 juta atau 1,8% dari Rp10.158.501 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan 
oleh menurunnya saldo pinjaman yang diterima Perseroan sebesar Rp802.977 juta atau sebesar 17,0% sebagian 
besar akibat dari pelunasan pinjaman yang diterima sebesar Rp1.500.000 juta. Namun terdapat kenaikan pada 
pinjaman subordinasi sebesar Rp519.536 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan pinjaman subordinasi 
sebesar Rp500.000 juta 
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Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 
 
Pada tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp10.158.501 juta, mengalami 
peningkatan sebesar Rp 1.720.506 juta atau 20,4% dari Rp8.437.995 juta pada tanggal 31 Desember 2018. 
Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pinjaman diterima sebesar 31,2% akibat penarikan 
pinjaman kepada IFC sebesar USD100.000.000 dan kenaikan surat utang yang diterbitkan Perseoan sebesar 
26,5% dari penerbitan obligasi Perseroan pada 2019 sebesar Rp1.500.000 juta.  
 
EKUITAS 
 
Posisi tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2019 
 
Total ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp51.144 juta atau sebesar 2,4%, dari 
Rp2.152.559 juta pada tanggal 31 Desember 2019  menjadi Rp2.101.415 juta pada tanggal 30 Juni 2020. 
Penurunan ini disebabkan oleh perolehan laba bersih selama semester pertama 2020 sebesar Rp17.547 juta, 
pertumbuhan penghasilan komprehensif lain sebesar 357,3% atau Rp19.063 juta dan kerugian kumulatif atas 
instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto sebesar Rp72.908 juta. 
 
Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 
 
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp17.319 juta atau 
sebesar 0,8% dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2018, dari sebesar Rp2.135.240 juta menjadi 
Rp2.152.559 juta. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh perolehan laba bersih di tahun 2019 sebesar 
Rp15.976 juta, pertumbuhan penghasilan komprehensif lain sebesar 119,15% atau Rp33.196 juta dan kerugian 
kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas sebesar Rp29.752 juta. 
 

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 

RIWAYAT PERSEROAN  
 
PENDIRIAN DAN UMUM 
 
Perseroan didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, yang 
dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 
2010 tanggal 28 April 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0031647.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123.  Perseroan telah memiliki izin usaha perusahaan 
pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-
439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010. 
 
Tidak terdapat perubahan anggaran dasar Perseroan sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan 
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum 
dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati 
Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana 
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227487 
tanggal 31 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham d bawah No. AHU-
0098942.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018, serta telah dilaporkan ke OJK berdasarkan tanda terima No. 
OJK – 108603 tanggal 4 Oktober 2018 (“Akta No. 43/2018”). Berdasarkan Akta No. 43/2018, para pemegang 
saham Perseroan telah menyetujui antara lain perubahan atas (i) Pasal 4 ayat (3) dan (4) tentang Modal, (ii) Pasal 
10 tentang Direksi, (iii) Pasal 11 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, (iv) Pasal 13 ayat (5) butir a tentang 
Dewan Komisaris, (v) Pasal 19 tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, (vi) Pasal 23 
tentang Penggunaan Laba; penambahan Pasal 22 ayat (5) tentang Rencana Kerja dan Anggaran dan Tahun Buku; 
dan perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. 
 



23 

 

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah mendukung pengembangan dan pembiayaan infrastruktur di Indonesia 
dengan lebih melibatkan sektor swasta baik lokal maupun asing serta lembaga keuangan multilateral melalui 
penawaran berbagai layanan keuangan dan non-keuangan. Produk Perseroan termasuk produk pinjaman 
seperti pinjaman senior, pinjaman subordinasi, mezzanine dan penyertaan modal yang tersedia dalam mata 
uang Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD) di samping beberapa produk non-pinjaman seperti 
penjaminan dan layanan lain berbasis fee. Di samping itu, Perseroan menyediakan jasa pemberian nasihat 
(advisory) atau konsultasi keuangan dan transaksi proyek bagi pemerintah ataupun investor lokal maupun asing 
dengan tujuan memfasilitasi investasi sektor swasta di pembangunan infrastruktur. Produk dan layanan 
Perseroan tersebut di atas diharapkan dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan di luar perbankan bagi 
kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia sehingga negara ini dapat berkembang sesuai 
dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan Perseroan bukan untuk menambah persaingan dengan pihak 
perbankan, tapi justru dapat melengkapi pembiayaan pembangunan infrastruktur dari sektor perbankan serta 
mencari solusi untuk melibatkan sektor-sektor keuangan lain, seperti Dana Pensiun, dalam pembiayaan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur, berikut 
adalah sektor – sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan: 

a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan 
stasiun kereta api; 

b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 

d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, 
instalasi pengolahan air minum; 

e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, 
dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; 

f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 

g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; 

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau 
distribusi minyak dan gas bumi; dan/ atau 

i. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan menteri. 
 
Lebih lanjut, berdasarkan surat persetujuan OJK No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, OJK telah 
menyetujui penambahan obyek pembiayaan infrastruktur Perseroan sebagai berikut: 

a. Infrastruktur sosial meliputi infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur energi 
terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas 
pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, infrastruktur kawasan, 
infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan infrastruktur 
perumahan rakyat. 

b. Infrastruktur distribusi pangan termasuk pergudangan; dan 

c. Intrastruktur pengelolaan kawasan industri, meliputi pengadaan tanah, pembangungan infrastruktur dan 
pengelolaan. 

 
Perseroan memiliki struktur permodalan yang kuat yang berasal dari dukungan SMI, IFC, ADB, DEG dan SMBC 
sebagai pemegang saham Perseroan. Perseroan juga hadir sebagai pusat keahlian dan keterampilan dalam 
pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial seiring dengan 
keberhasilan Perseroan membentuk tim profesional yang solid. Keseluruhan pencapaian tersebut telah 
menjadikan Perseroan sebagai institusi yang fokus di pasar pembiayaan infrastruktur Indonesia. 
 
KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN  
 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sejak dilakukannya Penawaran 
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019. 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat No. 13 tanggal 28 November 
2011 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang 
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telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
62064.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada 
Kemenkumham di bawah No. AHU-0103111.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, serta telah 
dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan OJK melalui Surat No. S.177/IV/IIF/2016 tanggal 25 April 2016 (“Akta 
No. 13/2011”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan 
Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03.0928364 tanggal 29 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di 
bawah No. AHU-3499018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015, serta telah dilaporkan kepada OJK melalui 
Surat Perseroan No. S.268/V/IIF/2015 tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan tanda terima tertanggal 11 Mei 2015 
(“Akta No. 13/2015”). 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan 
adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham Persentase 

(%) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 

Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000  

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
Pemegang Saham:    

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 600.000 600.000.000.000 30,00 
2. Asian Development Bank 399.800 399.800.000.000 19,99 
3. International Finance Corporation 399.800 399.800.000.000 19,99 
4. DEG – Deutsche Investitions-und 

Entwicklungsgesellschaft mbH 
302.400 302.400.000.000 15,12 

5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 298.000 298.000.000.000 14,90 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00 

Jumlah Saham Dalam Portepel - -  

 
Berikut ini diagram yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham 
Perseroan berbentuk badan hukum: 

 
Sumber: Perseroan 
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PENGURUS DAN PENGAWAS   
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris: 
Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Darmin Nasution 
Komisaris Independen : V. Sonny Loho 
Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah 
Komisaris : Bhimantara Widyajala 
Komisaris : Yon Arsal 
Komisaris : Andreas Zeisler 
Komisaris : Lodewijk Govaerts 
Komisaris : Ken Tomisaki 
Komisaris : Richard Lyon Ranken  
 
Direksi: 
Presiden Direktur  : Reynaldi Hermansjah 
Direktur Investasi : Yanindya Bayu Wirawan 
Direktur Resiko : I Made Wiracita Tantra 
Direktur Investasi : Mohammad Ramadhan Harahap 
Direktur Keuangan : Devi Pradnya Paramita 
 

KEGIATAN USAHA PERSEROAN 
 
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. 
 
Perseroan menyediakan produk-produk dana pinjaman seperti pinjaman senior, pinjaman subordinasi, 
mezzanine dan penyertaan modal yang tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD) 
di samping produk non-fund based seperti penjaminan dan layanan berbasis fee, dan dengan demikian berfungsi 
sebagai penyedia dana utama dan dana tambahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Didukung oleh modal yang kuat dari para pemegang saham dan pinjaman subordinasi 
dengan jangka waktu 25 tahun dan 24,5 tahun, masing-masing dari ADB dan Bank Dunia melalui SMI, Perseroan 
memiliki landasan kokoh untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
 
Dirancang secara khusus sebagai katalisator bagi sektor infrastruktur, yang tidak saja spesifik namun sangat 
penting ini, Perseroan juga menawarkan layanan konsultasi kepada swasta dan memberikan dukungan kepada 
Pemerintah Indonesia dengan menyediakan jasa konsultasi kepada sektor publik untuk pengadaan jasa 
infrastruktur yang antara lain menggunakan pola KPBU. Hal ini sejalan dengan tekad Perseroan untuk berperan 
sebagai pusat keahlian dan keterampilan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur 
yang layak secara komersial, termasuk proyek-proyek yang menggunakan skema KPBU. 
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur, berikut 
adalah sektor – sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan: 

a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan 
stasiun kereta api; 

b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol; 

c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku; 

d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, 
instalasi pengolahan air minum; 

e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan 
sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; 

f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi; 

g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; 

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau 
distribusi minyak dan gas bumi; dan/ atau 
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i. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan menteri. 
 
Berdasarkan surat persetujuan OJK No. S-2/D.05/2018 tertanggal 2 Januari 2018, OJK telah menyetujui 
penambahan obyek pembiayaan infrastruktur Perseroan sebagai berikut: 
 

a. Infrastruktur sosial meliputi infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur energi 
terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur fasilitas perkotaan, infrastruktur fasilitas 
pendidikan, infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, infrastruktur kawasan, 
infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, infrastruktur lembaga pemasyarakatan dan infrastruktur 
perumahan rakyat. 

b. Infrastruktur distribusi pangan termasuk pergudangan; dan 

c. Intrastruktur pengelolaan kawasan industri, meliputi pengadaan tanah, pembangungan infrastruktur dan 
pengelolaan. 

 
Pemilik proyek yang menggunakan produk-produk pembiayaan Perseroan dapat memperoleh manfaat sebagai 
berikut: 
¶ Pembiayaan jangka panjang dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dengan tingkat suku bunga 

yang kompetitif; 
¶ Pembiayaan yang lebih terstruktur mengikuti kebutuhan pendanaan dari proyek infrastruktur tersebut dan 

disesuaikan dengan kemampuan arus kas dari proyek infrastruktur tersebut; 
¶ Perpaduan pembiayaan yang optimal dimana jenis pembiayaan dari Perseroan dapat melengkapi struktur 

pembiayaan kreditur lainnya sehingga pemilik proyek dapat memperoleh struktur pembiayaan yang optimal; 
¶ Akses ke layanan advisory Perseroan; 
¶ Akses ke pengetahuan dan jaringan Perseroan yang luas dalam hal pembiayaan serta industri infrastruktur; 
¶ Sinergi antara proyek-proyek dalam portofolio Perseroan; dan 
¶ Akses terhadap pembiayaan yang tidak bisa diberikan oleh Perbankan Komersial. 
 
Diagram berikut menggambarkan model bisnis yang dijalankan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan 
oleh Perseroan: 
 

  
Sumber: Perseroan 
 
Perseroan menerapkan praktik-praktik berstandar internasional dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan 
lingkungan melalui prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang sesuai dengan IFC Performance Standard tahun 
2012 sebagai upaya untuk lebih menanamkan prinsip berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan 
infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, Perseroan juga melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
(good corporate governance) untuk memastikan tercapainya suatu mekanisme kontrol yang profesional 
terhadap seluruh aktivitas Perseroan. 

PembiayaanBerbasisDana

PembiayaanInvestasi/ BerjangkaPinjaman

PembiayaanBerbasisNon-Dana

JasaAdvisory danSyndication

PembiayaanMezzanine

PenyertaanModal

Penjaminan/ Credit Enhancement

FasilitasSiaga

Loan Syndication Arranger

PenasehatTransaksi

PenasehatKeuangan

PembiayaanModal Kerja

PembiayaanDana Talangan

PembiayaanTake Out Financing

PembiayaanPromoter Financing

PinjamanSubordinasi/ Junior Loan
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Berikut merupakan skema pembiayaan Perseroan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia: 
 
i. Berbasis Dana (Fund-based) 

 

a. Pembiayaan Investasi/Berjangka 
Pembiayaan investasi/berjangka ditujukan untuk mendanai pembangunan, 

pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek 

infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai termasuk pembiayaan 

Interest During Construction (IDC) selama masa konstruksi termasuk tetapi tidak terbatas kepada 

jenis-jenis pembiayaan yang bersifat investasi dan/atau berjangka. 

 

b. Pembiayaan Modal Kerja 
Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk mendanai kebutuhan modal kerja baik yang dibutuhkan 

kontraktor yang mengerjakan pekerjaan / kontrak pembangunan proyek infrastruktur maupun yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur sebagai operator proyek 

infrastruktur. 

Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat berupa: 

a. Pembiayaan Modal Kerja bersifat revolving 
Fasilitas ini akan di-review dan dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Penarikan 
fasilitas ini dapat dilakukan setiap saat dan fasilitas yang sudah dilunasi dapat ditarik kembali. 

b. Pembiayaan Modal Kerja bersifat transaksional 
Fasilitas ini tidak dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Penarikan fasilitas ini dapat 
dilakukan setiap saat dan fasilitas yang sudah dilunasi tidak dapat ditarik kembali. 

 

c. Pembiayaan Dana Talangan (Bridging Loan) 
Pembiayaan dana talangan ditujukan untuk mendanai kebutuhan dana sementara (interim) yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur atau perusahaan holding 

infrastruktur sampai dengan diperolehnya pembiayaan yang lebih permanen. 

Kebutuhan dana sementara tersebut diperlukan untuk mendanai: 
- pekerjaan pembangunan proyek infrastruktur, atau 
- akuisisi/pembelian saham perusahaan infrastruktur, atau 
- pembelian sebagian/seluruh aktiva tetap perusahaan infrastruktur. 

 

d. Pembiayaan Refinancing / Take Out Financing 
Fasilitas yang dibentuk bersama kreditur lain dalam rangka mengatasi permasalahan jangka waktu 

(tenor) dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan kreditur 

lain yang memiliki keterbatasan jangka waktu dalam pemberian fasilitas pembiayaan untuk proyek 

infrastruktur, serta biasanya diperjanjikan pada awal secara tri-party agreement antara Perseroan, 

kreditur lain dan debitur. 

e. Pembiayaan Promoter Financing 
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan induk untuk membiayai akuisisi, pinjaman 

dan setoran modal kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha infrastruktur. 

f. Pinjaman Subordinasi atau Junior Loan 
Pembiayaan dalam rangka pembangunan, pengembangan/ peningkatan kapasitas/ekspansi, 
penyelesaian, belanja modal proyek infrastruktur, dukungan atas kekurangan likuiditas (cash 
deficiency support), serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai, yang memiliki peringkat 
yang lebih rendah dari pinjaman senior. Pinjaman subordinasi ini memungkinkan pemrakarsa proyek 
infrastruktur memperoleh porsi pembiayaan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jika 
perusahaan hanya memperoleh pembiayaan dari pinjaman senior saja. 
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g. Pembiayaan Mezzanine  
Pembiayaan dalam rangka akuisisi, pembangunan, pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, 

penyelesaian dan belanja modal proyek infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang 

telah dibiayai, yang juga memiliki peringkat yang lebih rendah dari pinjaman senior.  

 

Pembiayaan mezzanine dapat memiliki opsi untuk dibayarkan dari hasil konversi utang menjadi 

saham. 

 

h. Penyertaan Modal 
Pembiayaan dengan melakukan investasi penyertaan modal atau kepemilikan saham atas 

pemrakarsa proyek infrastruktur maupun atas proyek infrastruktur secara langsung. 

 

i. Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama diperkenankan 
oleh peraturan. 

 

ii. Berbasis Non-Dana (Non Fund-based) 
 

a. Menyediakan penjaminan dalam bentuk antara lain pemenuhan tanggung jawab keuangan, 
peningkatan kualitas kredit, pengambilalihan pinjaman dari kreditur lain dan/atau jaminan 
pelaksanaan; dan 

b. Menyediakan fasilitas siaga. 
 
Perseroan juga berupaya mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari berbasis komisi (fee based 
income) melalui kerja sama dengan pihak ketiga, diantaranya adalah pemberian trade facility kepada 
nasabah Perseroan. 
 
Proses pembiayaan atas suatu proyek akan dimulai dengan penerimaan proposal dari calon peminjam yang 
disampaikan kepada Perseroan. Perseroan selanjutnya akan melakukan uji tuntas awal (preliminary due 
diligence) terhadap calon peminjam. Setelah itu, Perseroan akan menyampaikan term sheet indikatif 
kepada calon peminjam yang apabila telah disetujui akan dilanjutkan dengan proses uji tuntas yang lebih 
mendalam. Dalam mengevaluasi pembiayaan untuk suatu proyek, Perseroan menerapkan sistem 
persetujuan yang bertingkat dimana evaluasinya dilakukan oleh Komite Investasi yang terdiri dari Direksi 
dan Dewan Komisaris berdasarkan nilai pembiayaan dimana pembiayaan proyek dengan nilai tertentu 
memerlukan persetujuan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Setelah memperoleh 
persetujuan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai dengan nilai pembiayaan, Perseroan akan 
mengirimkan term sheet final kepada calon peminjam. Apabila telah tercapai kesepakatan atas ketentuan-
ketentuan yang terdapat di dalam term sheet final, maka perjanjian kredit dapat ditandatangani oleh kedua 
belah pihak.  

 
iii. Jasa Advisory dan Syndication 
 

Selain memberikan fasilitas pembiayaan, Perseroan juga menawarkan jasa-jasa konsultasi lain, yakni di 
antaranya: 
- Menyediakan jasa Loan Syndication Arranger, yaitu jasa pengaturan pembiayaan dengan 

mengundang bank/lembaga keuangan lain dimana Perseroan bertindak sebagai arranger atau co-
arranger;  

- Menyediakan jasa penasehat transaksi, seperti: 

¶ Memberikan jasa konsultasi transaksi dan keuangan kepada Pemerintah dalam proses penyiapan, 
pengadaan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, baik yang menggunakan skema KPBU, 
skema penugasan BUMN, maupun skema lainnya; dan 

¶ Menyediakan jasa konsultasi transaksi kepada badan usaha terkait dengan penyiapan penawaran 
lelang proyek infrastruktur dengan skema KPBU atau skema lainnya; dan 

¶ Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan terkait pembangunan sektor infrastruktur dengan menghadirkan perspektif 
dari kalangan investor dan lembaga pembiayaan. 
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- Menyediakan jasa penasehat keuangan, seperti: 

¶ Memberikan jasa konsultasi keuangan kepada badan usaha swasta terkait dengan transaksi 
pembiayaan proyek, merger dan akuisisi, dan pengembangan dan penyiapan proyek infrastruktur 
yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah atau BUMN/BUMD. 

 
Serta memiliki kemampuan untuk memberikan jasa-jasa konsultasi berbasis Sosial dan Lingkungan. 
 

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 
 
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi 
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 No. 07 tanggal 2 Oktober 2020 
yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi 
Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi 
Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 secara Kesanggupan Penuh (Full 
Commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). 
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua 
persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam 
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang 
dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut. 
 
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: 
 

No. 
Penjamin Pelaksana Emisi 
Obligasi 

Porsi Penjaminan (Rp miliar) Jumlah 
(Rp miliar) 

(%) 
Seri A Seri B Seri C 

1. PT BNI Sekuritas 140 160 - 300 20 
2. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 125 175 - 300 20 
3. PT Indo Premier Sekuritas 85 165 50 300 20 
4. PT Mandiri Sekuritas 120 150 30 300 20 
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia 

Tbk 
100 160 40 300 20 

 TOTAL 570 810 120 1.500 100 

 

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
 
Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) 
 
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, 
untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (physical distancing) dan menghindari keramaian guna 
meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat 
langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi 
Perseroan selama Masa Penawaran Umum. 
 
1. PEMESAN YANG BERHAK 

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat 
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang 
berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 
 

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian 
Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh ini, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) 
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail di Penjamin Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah 
diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang 
dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.  
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Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

i. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan 

ii. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi 

penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek 

 
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI 

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta 
Rupiah) dan/atau kelipatannya.  

 
4. SATUAN PEMINDAHBUKUAN  

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian 
Perwaliamanatan. 
 

5. MASA PENAWARAN OBLIGASI 
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup 
pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB. 
 

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi 
Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan pada tempat dimana 
Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. 
 

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan 
kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima 
pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan 
merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 
 

8. PENJATAHAN OBLIGASI 
Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2020, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka 
penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran 
Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 Oktober 2020. 
 
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan 
Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak 
tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran 
Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan 
hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan 
yang bersangkutan. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasiakan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran 
Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. 
 
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil 
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman 
kepada Peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 
tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek 
atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya 
masa penawaran umum. 
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9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 
 
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan 
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi 
tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana 
Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2020 (in good funds). Selanjutnya, para Penjamin 
Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, 
selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB (in good funds) ditujukan pada 
rekening di bawah ini: 
 

 
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas 

PT Bank DBS Indonesia 
Cabang Jakarta Mega Kuningan 

No Rekening: 332.003.4016 
Atas Nama: PT DBS Vickers 

Sekuritas Indonesia 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Mega Kuningan 

No Rekening: 899.999.8875 
Atas Nama: PT BNI Sekuritas 

Bank Permata 
Cabang Sudirman Jakarta  

No Rekening: 070.139.2302 
Atas Nama: PT Indo Premier 

Sekuritas 
 

PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Cabang Jakarta Sudirman 
No Rekening: 102.000.5566.028 
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Cabang BEI 

No Rekening: 104.000.4085.556 
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 

 
 
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan 
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 
 

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK 
Pada Tanggal Emisi 21 Oktober 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk 
diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening 
Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka 
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. 
 
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan 
Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi 
Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian 
Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata 
menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 
 

11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF 
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI 
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-100/OBL/KSEI/0920 tanggal 2 Oktober 2020 
yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas 
Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo 

Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. 
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi 
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal 
Emisi yaitu tanggal 21 Oktober 2020 KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan 
Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. 
Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam 
Rekening Efek. 

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, 
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. 
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c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas 
pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak 
lainnya yang melekat pada Obligasi. 

 
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku 

Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai 
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam 
Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak 
atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan 
adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum 
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli 

yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan 
di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja 
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan 
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat. 

 
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan 

Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 
 
12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN 

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, maka: 
 
a. Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau 

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling 
lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2020. 
 

b. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi 
Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para 
pemesan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-
masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan sejak hari ke-
3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah 
Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang 
seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam 
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 
 

c. Jumlah uang pengembalian pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut harus dibayar 
sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan 
memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Perseroan 
sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Perseroan. 
 

d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi 
Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya 
dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 
dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar Bunga dan/atau denda kepada para 
pemesan Obligasi. 
 

e. Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal 
Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efekdan uang 
pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi 
tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian 
Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari 
segala tanggung jawabnya. 
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Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi 

dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya 

kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. 

13. LAIN-LAIN 
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi 
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk. 
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners  
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. 
 

AGEN PEMBAYARAN 
 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5 

Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53 
Jakarta 12190 

Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199 
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PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN OBLIGASI 

 
Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh dengan cara mengirimkan 
email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 15 – 16 Oktober 
2020 sebagai berikut: 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI 
 

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas 
DBS Bank Tower, Ciputra World I Lt. 

32 
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5 

Jakarta 12940 
Tel.: (021) 3003 4900 

Faks.: (021) 3003 4944 
Email : corporate.finance@dbs.com 

Website: www.dbsvickers.com 

Sudirman Plaza,  
Indofood Tower Lantai 16 

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 
Jakarta 12910 

Tel.: (021) 2554 3946 
Faks.: (021) 5793 6934 

Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id 
Website: www.bnisekuritas.co.id 

Gedung Pacific Century Place 
 Lantai 16 

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 
SCBD Lot 10 

Jakarta Selatan 12190 
Tel: (021) 5088 7168 
Fax: (021) 5088 7167 

Email: fixed.income@ipc.co.id 
Website: www.indopremier.com 

 
PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 

Menara Mandiri I, Lantai 24-25 
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55 

Jakarta 12190 
Tel. (021) 526 3445 
Fax. (021) 526 3507 

Email : divisi-fi@mandirisek.co.id & 
sett_fisd@mandirisek.co.id 

Website: www.mandirisekuritas.co.id  

Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 

Jakarta 12190 
Telp: (021) 2924 9088 
Fax: (021) 2924 9150 

Email: fit@trimegah.com 
Website: www.trimegah.com 

 
 
 

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH 
LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG 
TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN 


